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ABSTRACT

Transmigration program was stopped in Papua in 200 |. Some societies have consider that this
program has failed to improve the local people life, prosperity, and tend to make social, cultural and
political problems. Debating about the continuity of this program is still going on until now, even though,
this program is still sustainable based on the ordinance of special autonomy in Papua Province. In the
period of special autonomy, the implementation of transmigration program has been based on regula-
tion territory of Papua province, and depends on the contribution of social and cultural scientists,
because some of the most crucial problems of this program are social integration, social interaction, and
social networking problems which have become barriers for diffusion and adoption of agricultural
inovation process to indigenous people. The social and cultural planning in the past did not develop
social networking to support the diffusion and inovation adoption proces. This is the challenge for social
and cultural scientists in this state to produce the new social and cultural approach, strategy, policy,
program, and action. This contribution is very important in the interest of the state.
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PENGANTAR

Sejak program transmigrasi dimulai di Papua
pada era pra-Pelita s.d. Pelita VII (+ 30 tahun)
sudah ditempatkan transmigran (lokal dan daerah
asal) sebanyak 78.650 kepala keluarga (KK)
(306.447 jiwa) dalam 270 Unit Pemukiman
Transmigrasi (UPT) tersebar di seluruh tanah
Papua (Dinas Kependudukan & Permukiman
Provinsi Papua, 2008). Program ini “berakhir” di
Papua pada penempatan trans-migran periode
tahun 1999-2000, yaitu se-banyak 650 KK atau
2884 jiwa, di antaranya; di Manokwari (Teluk
Bintuni) di Babo (200KK= 910 jiwa), di Kerom
(Arso 14) yaitu 100 KK (421 jiwa), Merauke (Mut-
ing 10) 100 KK (499 jiwa), Mimika, dilokasi Timika
13 (Bintuka) 250 KK (1054 jiwa). Penempatan
transmigran terakhir ini bagi kalangan yang
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menentang program transmigrasi di Papua
disebut sebagai trans-migran “siluman’, illegal,
dan disusupkan lem-baga khusus negara,
padahal sudah direncana-kan secara resmi
sebagaimana penempatan transmigran sebelum-
nya. Dinamika sosial-politik daerah mem-
pengaruhi dihentikannya program transmigrasi di
tanah Papua karena mendapat penolakan dari
beberapa kalangan dan terus meningkat saat
eforia reformasi politik dan tuntutan kemerdekaan
bangsa Papua sekitar tahun 1999/2000 karena
dinilai tidak memberikan banyak manfaat dan/
atau kesejahteraan kepada orang asli, tanpa
terlalu memperhitungkan dampak positifnya bagi
pembangunan daerah ini.

Program nasional ini sesungguhnya telah
memberikan kontribusi penting bagi pem-
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bangunan daerah dan nasional, sekaligus dam-
pak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat
setempat. Secara demografis, program ini telah
mempengaruhi jumlah, karakteristik, komposisi,
dan struktur penduduk Papua. Perubahan
kependudukan disikapi secara beragam dan
menimbulkan persoalan sosial multidemen-
sional, multikompleks, dan multipersepsi di
kalangan masyarakat, pemerintah daerah dan
pusat. Program ini sejak awal memunculkan pro
dan kontra dengan berbagai motif, alasan,
pertimbangan dan tujuan. Menyangkut man-
faatnya menjadi bahan perbincangan dan per-
debatan, terutama bagi perbaikan kehidupan
orang asli. Program transmigrasi masuk dalam
pusaran pergulatan dan dinamika politik Papua,
antara menolak keras atau menghentikan sama
sekali, atau melaksanakan kembali program
nasional ini melalui para-digma dan pendekatan
baru. Dan melalui proses politik akhirnya tetap
dimasukkan dalam 25 tahun program pem-
bangunan era otonomi khusus Provinsi Papua.
Persoalan utama program transmigrasi di-
antaranya disebabkan ketidaktepatan pen-
dekatan, strategi, kebijakan, dan program
sosial-budaya memantapkan proses integrasi
sosial, interaksi sosial, dan keakraban jaringan
sosial lintas ras (race), suku-bangsa, dan etnik
dalam masyarakat majemuk ini, sehingga
menghambat proses difusi inovasi budi daya
pertanian dari transmigran dasal ke translok,
mengakibatkan terhambatnya pengembangan
budaya pertanian penduduk asli, lambatnya
perbaikan kehidupan penduduk asli, penduduk
asli tidak banyak mendapatkan manfaat eko-
nomi, pandangan negatif terhadap transmigran
dasal, penolakan terhadap program ini, dan
memunculkan persoalan sosial, politik dan
keamanan. Disisi lain bekas lokasi-lokasi trans-
migrasi kini telah menjadi pusat-pusat per-
tumbuhan ekonomi baru (growth center), pe-
ningkatan pemanfaatan sumber daya alam,
menjadi lumbung makanan masyarakat
perkotaan, pembentukan pusat pemerintahan
otonomi baru, sebagai sabuk pengamanan daerah
perbatasan negara RI& PNG, serta pemantapan
pertahanan dan ketahanan nasional di daerah ini.

UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, pada bab XVIII,
pasal 61, ayat (3) dan (4) mengatur program
transmigrasi. Konsekuensinya, program ini harus
dilaksanakan kembali setelah mendapat
persetujuan gubemur dan sesuai dengan Pera-
turan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua. Rancang-
an (draft) Perdasi Kependudukan (transmigrasi)
tersebut kini (2009) dalam proses pembahasan
di lembaga DPR Papua. Pembahasan pasal-
pasal transmigrasi yang sangat krusial dan
mendapat perhatian adalah bagaimana mene-
tapkan suatu pendekatan, strategi, kebijakan, dan
program perencanaan sosial dan budaya supaya
dapat mengatasi persoalan sosial-budaya
masyarakat majemuk (plural society) di lokasi
transmigrasi karena pola dan model lama dinilai
gagal dan/atau kurang berhasil, sekaligus
kegagalan para imuwan sosial dan budaya ketika
itu. Penyamaan pola dan model penempatan,
pembinaan, dan perlakuan transmigran dasal dan
lokal (orang asli) misalnya menjadi salah satu
kesalahan utama.

Tulisan ini bertujuan untuk (1) mengemuka-
kan kondisi program transmigrasi di Papua, (2)
menganalisis permasalahan sosial dan budaya
program transmigrasi, (3) menganlisis kegaga-
lan perencana sosial-budaya mengatasi masa-
lah sosial-budaya di lokasi transmigrasi, (4)
mengemukakan solusi sosial-budaya program
transmigrasi, (5) mengemukakan pentingnya
perencanaan sosial-budaya mendukung transmi-
grasi era Otsus Papua, dan (6) mengemukakan
perlunya pengembangan jaringan sosial dalam
mendukung proses difusi dan adopsi inovasi budi
daya pertanian penduduk asili.

PERMASALAHAN SOSIAL DAN BUDAYA
TRANSMIGRASI (FAKTA & TEORI)

Hambatan utama pembangunan transmi-
grasi di Papua selama ini di antaranya adalah
permasalahan sosial yang terjadi antara transmi-
gran daerah asal (Jawa, Madura, NTT dan NTB)
dengan transmigran lokal (penduduk asli) di
lokasi transmigrasi. Perbedaan latar belakang
sosial dan taraf budaya kedua masyarakat me-
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nyebabkan masyarakat asli (translok) cenderung
menjadi marginal atau terkalahkan dalam proses
perbaikan kesejahteraan sehingga membuat rasa
frustrasi, rasa tidak senang/suka, iri hati, dan
cemburu penduduk asli terhadap transmigran
dasal, selain pula akibat dipolitisasi beberapa
pihak untuk berbagai kepentingan. Terbentuk-
nya masyarakat majemuk ini memunculkan
persoalan sosial. Furnival (1967) mengemuka-
kan masyarakat majemuk sebagai masyarakat
yang terdiri atas dua atau lebih tertip sosial,
komunitas, atau kelompok yang secara kultural
dan ekonomik terpisah satu sama lain, dan
memiliki struktur kelembagaan berbeda. Rabush-
ka dan Shepsle (1972) mengemukakan masyara-
kat majemuk dapat didefinisikan melalui tiga buah
parameter berikut: (1) keragaman kultural, (2)
aliansi etnik, dan (3) terorganisasi secara politik.
Masyarakat majemuk pada umumnya memang
menghadapi masalah integrasi dalam magtitude
yang tidak pernah dihadapi corak masyarakat
yang lain.

Integrasi sosial dalam masyarakat maje-
muk ini memang belum tercapai sesuai dengan
tujuan, tetapi tetap harus diupayakan sebagai-
mana dikemukakan Nasikun (1992) bahwa
masyarakat yang multietnik dan multikultural
bukan hanya nerupakan sumber awal dari
bangunan kehidupan bangsa dan negara republik
ini, tetapi juga merupakan tantangan masa
depan masyarakat Indonesia yang harus kita
menangkan jikalau kita benar-benar ingin mem-
bangun landasan integrasi nasional yang
kokoh. Kemampuan untuk mengakomodasi
pluralisme merupakan fondasi yang sangat
esensial bagi integrasi masyarakat kita sebagai
bangsa, demikian maka kemampuan mengem-
bangkan perencanaan sosial yang tepat dalam
program transmigrasi sangat dibutuhkan. Peng-
gunaan instrumen-instrumen kekuasaan (keke-
rasan) selama ini harus segera ditinggalkan
karena hanya akan menyemaikan benih-benih
disintegrasi bangsa.

Kurangnya memperhatikan (menghargai)
budaya orang asli Papua dalam lokasi trans-
migrasi menjadi salah satu penyebab muncul-
nya persoalan sosial budaya sebagaimana
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dikemukakan Nasikun (1999) bahwa upaya
memperhatikan dan menghargai unsur dan nilai
budaya atau hukum-hukum adat dalam suku-
suku bangsa, merupakan bagian penting
dalam membangun integrasi sosial sehingga
sistem dan nilai budaya masyarakat yang muilti-
etnik dan multikultural itu perlu diperhatikan dan
diakomodasi secara baik dalam proses pem-
bangunan. Pengabaian akan adanya nilai dan
sistem sosial budaya masyarakat akan meru-
pakan determinan integrasi sosial. Menurut
Horowitz (1985) perbedaan sistem nilai dan
norma budaya yang terlalu besar akan menye-
babkan titik temu untuk konsensus norma pun
semakin sulit, demikian sebaliknya. Proses
integrasi sosial itu bermula dari adanya ke-
sempatan untuk berkomunikasi. Potensi untuk
bersatu dan bekerja sama ada dalam tiap-tiap
hubungan antarsuku-suku bangsa dan di-
pengaruhi oleh faktor bahasa, komunikasi, dan
kegiatan kemasyarakatan. Di sinilah perencana-
an sosial-budaya yang tepat sangat dibutuhkan.

Para ilmuwan dinilai belum mampu men-
dalami sumber spesifik keresahan sosial dan
konflik di setiap lokasi transmigrasi Papua
walaupun Kustadi (1983) mengemukakan kere-
sahan dan konflik umumnya disebabkan pere-
butan sumber daya alam, kesempatan ekonomi,
sumber kehidupan, dan adanya stereotip etnik.
Koentjaraningrat (1982) mengemukakan bahwa
stereotip etnik adalah pendapat yang dianut
mengenai suatu kelompok individu atau objek
sehingga menimbulkan masalah dalam berko-
munikasi dan dapat memberikan kesan yang
tidak tepat sehingga menghambat proses inte-
grasi sosial. Yahya (1983) mengemukakan
timbulnya sumber konflik antarsuku-bangsa
disebabkan oleh: (1) dua atau lebih suku ber-
saing dalam mendapatkan matapencaharian
yang sama, (2) warga dari satu suku mencoba
memaksakan unsur kebudayaannya, kepada
warga dari suku lain, (3) warga dari satu suku-
bangsa mencoba melaksanakan konsep
agamanya, (4) warga dari satu suku-bangsa
mencoba melaksanakan konsep-konsep politik-
nya, dan (5) adanya permusuhan secara adat
atau tradisi antarkelompok masyarakat. Guiness
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(1982) dan Cohen (1969) mengemukakan pere-
butan hegemoni sistem sosial budaya, terjadi
ketika suatu kelompok mencoba melegitimasi
kekuasaannya terhadap kelompok lainnya, dan
menyangkut daya tampung sosial yaitu ke-
mampuan objektif suatu daerah dalam me-
nerima arus transmigran, tanpa menimbulkan
ketegangan atau gangguan sosial yang berarti.

Sumber konflik sesungguhnya berbeda-
beda di setiap lokasi transmigrasi sehingga
pengelolaan (penanganannya) perlu dibeda-
kan. Menurut Coser (1972), konflik dapat
muncul karena perbedaan idiologi, nilai agama,
dan orientasi politik antarkelompok masyarakat
dapat menjadi penghambat dalam proses inte-
grasi sosial. Menurut Weber (1978), konflik
antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat
biasanya muncul karena faktor pelaksanaan
kebijakan tertentu. Bahwa pertimbangan ter-
hadap aspirasi masyarakat, usaha persuasif,
dan pembangunan sarana sosial yang se-
imbang periu diperhatikan untuk tercipta proses
integrasi sosial dalam masyarakat majemuk ini.
Sepanjang persoalan sosial masih mengemuka
dalam lokasi transmigrasi di Papua maka me-
nunjukkan perencanaan sosial kurang tepat dan
belum berhasil sebagaimana diharapkan, misal-
nya belum adanya perencanaan sosial guna
meningkatkan interaksi sosial masyarakat maje-
muk, sebagaimana ditemukan di banyak lokasi
transmigrasi.

Interaksi sosial lintas ras, suku-bangsa, ke-
daerahan, dan agama harus mendapat perha-
tian utama di Papua. Soekanto (1986) menge-
mukakan interaksi sosial adalah suatu hubung-
an antardua atau lebih individu manusia dimana
kelakukan individu yang satu mempengarubhi,
mengubah, dan memperbaiki kelakuan individu
yang lain atau sebaliknya. Interaksi sosial
tampak apabila orang per orang dan kelompok
manusia mengadakan hubungan satu sama lain
karena merupakan kunci dari semua kehidupan
bersama dan tidak mungkin terjadi, apabila tidak
adanya kontak sosial dan komunikasi. Interaksi
sosial masyarakat yang multietnik dan multi-
kultural tidak selamanya baik. Taneko (1984)
mengemukakan bahwa interaksi sosial di-

pengaruhi oleh kebutuhan, harapan, kesempatan,
transportasi, kondisi geografis, status sosial,
bahasa, etnis, agama, tingkat pendidikan, jarak
fisik, dan jarak sosial. Jarak sosial subjektif
merupakan persepsi antara kedua belah pihak
(asli dan non asli) yang saling menentang.
Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah ciri
khas dari objek stimulus yang terdiri dari objek
nilai, pribadi, pengaruh kelompok, budaya,
kebutuhan, dan harapan.

Feagin dan Feagin (1978) mengemukakan
bahwa masyarakat yang multi-etnik dan multi-
kultural dapat menyebabkan adanya peng-
golongan masyarakat berdasarkan ras (race),
adat istiadat, kebiasaan, bahasa, agama,
warna kulit, bentuk mata, genetic groups, dan
perbedaan fisik lainnya. la pula dapat melahir-
kan suatu kelompok minoritas atau posisi mar-
ginal dan kelompok mayoritas atau kelompok
dominan yang lebih mampu dalam sumber
daya manusia, ekonomi, budaya, politik, dan
hak (right) yang kemudian menciptakan klasi-
fikasi sosial dan hirarkis kelompok dalam
masyarakat. Apabila kondisi itu tercipta, maka
akan dimungkinkan adanya hal-hal yang ber-
bau ras, rasial, prasangka, dan stereotip sehing-
ga menyebabkan adanya persepsi dan perilaku
negatif terhadap anggota masyarakat atau
kelompok etnik di luar kelompoknya, dan ber-
kaitan dengan adanya etnosentrisme yang
biasanya dikembangkan oleh orang-orang yang
menjaga nilai, norma, kepercayaan, dan ang-
gota dalam kelompoknya. Prasangka mem-
pengaruhi proses interaksi sosial. Prasangka
bergantung kepada karakteristik sosiokultural
kedua kelompok etnik dan merupakan bentuk
persaingan. Dalam pendekatan fenomenologis
persepsilah yang menyebabkan terjadinya pra-
sangka dan dalam pendekatan naive menye-
butkan apabila etnis tertentu berprasangka
terhadap etnis lain, disebabkan faktor-faktor,
seperti: sifat malas, kotor, bodoh, merasa
kalah, penurunan status, frustasi, dan merasa
tersingkir sehingga akhirnya menimbulkan
keresahan dan konflik.

Suasana keresahan dan konflik berlang-
sung dalam lokasi transmigrasi di Papua (La
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Pona, 1999). Sebagaimana pula dikemukakan
Kustadi (1983), keresahan dan konflik di daerah
transmigrasi sering ditemukan dan membuat
proses pembangunan penduduk menjadi ter-
hambat dan umumnya bersumber dari perebutan
sumber daya, kesempatan ekonomi, sumber
kehidupan penduduk, dan berkaitan dengan motif
utama kedatangan transmigran yang bersifat
ekonomik. Penduduk asli pun berkepentingan
sama, bahkan merasa lebih berhak atas sumber
daya alam yang ada, sementara materi yang
diperebutkan hanya dari objek ekonomi yang
relatif sama. Dalam struktur perekonomian yang
masih agraris, tanah menjadi sumber daya utama,
objek yang diperebutkan, dan sering menimbul-
kan masalah. Cohen (1969) mengemukakan
sumber konflik lainnya adalah perebutan
hegemoni sistem sosial budaya yang berlaku di
daerah transmigrasi yang berlangsung ketika
suatu kelompok mencoba melegitimasi
kekuasaannya terhadap satu kelompok lainnya.
Arah legitimasi datang dari kelompok dominan
terhadap kelompok subordinat, tetapi dalam
beberapa hal yang menyangkut jati diri, kelompok
subordinatpun berupaya untuk mempertahankan
diri.

Sumber-sumber konflik memang beragam,
kompleks dan demensional. Rumbiak & Manning
(1989 (La Pona, 1999; Heeren, 1979) menemu-
kan sumber konflik dari hubungan kompetitif
antarsistem sosial sering kali berkaitan dengan
faktor keterbatasan daya tampung sosial. Se-
panjang transmigran yang datang cukup ber-
kualitas dan bervariasi, potensi konflik mungkin
dapat diredam karena kreativitas mereka dapat
diharapkan untuk memecahkan persoalan yang
ada, dan dapat diharapkan tampil sebagai
pelengkap bagi kehidupan sosial ekonomi yang
telah ada. Apabila kualitas transmigran rendah
dan homogen, transmigran cenderung dilihat
sebagai pesaing oleh penduduk setempat
sehingga akan memperbesar potensi konflik.
Koentjaraningrat (1986) mengemukakan bahwa
faktor politik idiologi dapat menjadi sumber konflik
antara penguasa dengan rakyat. Konflik yang ber-
sumber pada pertentangan idiologi atau agama
dapat berlangsung keras dengan implikasi yang
luas karena mereka yang terlibat masing-masing
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merasa sebagai pembela kebenaran dan pejuang
untuk kepentingan orang banyak.
Kecenderungan konflik terbuka cenderung lebih
besar oleh karena sentimen keagamaan tidak
jarang tampil secara tumpang tindih dengan
prasangka dan stereotip etnik.

Soetrisno (1986) mengemukakan hubungan
sosial penduduk asli dan transmigran yang belum
serasi di Irian Jaya (Papua) sering berkembang
menjadi isyu politik di daerah, sering dikatakan
sebagai usaha “kolonisasi”, “menjawakan” dan
“meng-Islam-kan” daerah. Issu politik terhadap
transmigrasi sering berkembang di kalangan para
intelektual daerah dengan berbagai motif dan
tujuan. Sumber konflik yang dapat mengganggu
keserasian sosial pada umumnya berasal dari
sumber daya yang terbatas atau diskriminasi
akses terhadap sumber daya yang ada,
perbedaan nilai orientasi budaya, tujuan yang
bertolak belakang, dan perubahan yang terjadi.
Pelly (1995) mengemukakan bahwa konstruksi
etnis masing-masing pihak, frekuensi, dan
intensitas interaksi sosial yang terjadi juga ber-
pengaruh terhadap hubungan antartransmigran
dan ma-syarakat asli. Konstruksi etnis yang
berbeda menyebabkan proses akulturasi dan
asimilasi berbeda pula. Frekuensiinteraksi sosial
dapat membantu tumbuhnya hubungan sosial se-
perti pertemanan, persahabatan, dan per-
kawinan. Cohen (1969) mengemukakan bahwa
apabila etnik menjadi kategori sosial, seperti suku
bangsa Jawa adalah Islam, Cina adalah
penguasa ekonomi, Batak adalah Kristen
progresif, Irian (Papua) adalah bodoh dan malas,
maka konsep etnik tidak netral lagi sehingga telah
mengandung unsur propaganda atau intimidasi.

KONDISI JARINGAN SOSIAL

Persoalan sosial yang selama ini dinilai luput
dari perencanaan sosial adalah aspek jaringan
sosial masyarakat. Jaringan sosial lintas ras
(race), suku-bangsa, etnik, kedaerahan dan
agama di lokasi-lokasi transmigrasi di Papua
dinilai luput dari perhatian ilmuwan sosial dan
budaya dalam program transmigrasi. Perencana-
an jaringan sosial secara organik (ditumbuhkan)
dan mekanik (direncanakan) tidak diperhatikan,
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terabaikan, bahkan terlupakan, dibanding
perhatian terhadap target kuantitas penempatan
transmigran. Padahal pengembangan jaringan
sosial menjadi tali perekat penting dalam
masyarakat majemuk. Lemahnya jaringan sosial
aspek pertanian lintas suku-bangsa menye-
babkan proses difusi inovasi budi daya
pertanian dari transmigran dasal ke penduduk
asli. Jaringan sosial aspek pertanian men-
dukung proses difusi inovasi budi daya per-
tanian terabaikan (La Pona, 1999). Rogers dan
Shoemaker (1983) dan Epstein (1961) menge-
mukakan bahwa jaringan sosial adalah suatu
pasangan hubungan khusus di antara kelompok
orang tertentu, sedangkan sifat dari hubungan
tersebut secara keseluruhan dipakai untuk me-
nafsirkan perilaku sosial dari orang-orang yang
terlibat didalam hubungan. Masyarakat selain di-
pandang sebagai kumpulan orang juga me-
rupakan sekumpulan hubungan antar anggota-
nya. Hubungan ini dapat berupa hubungan
keluarga, famili, keturunan, persahabatan, pe-
kerjaan, tetangga, dan hubungan sosial lain.

Perlunya pengembangan jaringan sosial
dalam masyarakat majemuk ini, sebagaimana
dikemukakan Fox (1985), dalam pergaulan
antarindividu pada hampir semua masyarakat,
baik yang amat sederhana maupun yang amat
kompleks sifatnya selalu terdapat perbedaan
drajat atau status. Timbulnya perbedaan per-
gaulan dalam individu menunjukkan stratifikasi
hierarkis dalam satu masyarakat yang mendu-
dukkan seseorang pada posisi golongan rendah,
menengah, dan atas, kaya dan miskin, pandai
dan bodoh, kuat dan lemah, dan sebagainya.
Setiap golongan membentuk gaya hidup dan
adat kebiasaan yang khas serta sikap yang
berbeda pula pada saat berinteraksi sosial
dengan individu dari golongan atau status yang
lain sehingga pergaulan antar individu baik
dalam golongan yang sama maupun antar
individu di luar golongan atau statusnya untuk
dapat diakui keberadaannya diperlukan suatu
adaptasi. Salah satu cara adaptasi untuk dapat
bertahan di lingkungan yang lebih kompleks
adalah memanfaatkan jaringan sosial yang
dimiliki.

Jaringan sosial terjadi dalam masyarakat
karena manu-sia pada hakikatnya tidak dapat
berhubungan dengan semua manusia yang
ada. Hubungan yang terjadi pada umumnya
terbatas pada sejumlah orang tertentu. Setiap
orang akan memilih dan mengembangkan
hubungan sosial yang terbatas jumlahnya
dalam suatu struktur sosial yang dapat digam-
barkan sebagai suatu perilaku yang ajeg, suatu
keadaan menunjukkan gambaran hubungan
antarorang seorang dan kedudukannya, meng-
gambarkan adanya suatu perbedaan pelapis-
an sosial (Blau, 1975 dan Suparlan, 1988).
Pelapisan sosial dianggap sebagai suatu ke-
timpangan, misalnya distribusi perbedaan
kekayaan, status sosial dalam masyarakat, dan
perbedaan lainnya. Tetapi, pelapisan sosial
dapat juga diibaratkan sebagai organ tubuh
manusia yang masing-masing bagian mem-
punyai fungsi dan kedudukan yang berbeda
(Lenski, 1966). Pada sisim lain ada pengelom-
pokkan dalam satuan kecil sampai satuan
besar dalam satu wujud atau wadah atas dasar
persamaan kepentingan, keyakinan, nilai,
pendidikan, dan status sosial (Rogers dan
Kincaid, 1981 dan Burt, 1987) sehingga kontak
sosial antaranggotanya akan lebih mudah dan
besar terjadi, apabila dibandingkan dengan or-
ang yang mempunyai atribut yang tidak sama.

Jaringan sosial terbentuk dalam masyarakat
karena manusia pada dasarnya mempunyai
keterbatasan dalam berhubungan dengan
manusia lainnya (Boissevain dan Mitchell,
1972) sehingga mereka akan memilih untuk
berhubungan dengan orang-orang yang mem-
punyai persamaan kepentingan, agama, suku-
bangsa, daerah asal, pendidikan, pekerjaan,
jenis kelamin, dan lain sebagainya akan berhu-
bungan dengan orang yang mempunyai jaring-
an homophilly (Rogers dan Burdge, 1972).
Blau (1977) mengemukakan bahwa homo-
philly adalah sejauh mana pasangan-pasang-
an individu yang berinteraksi mempunyai kesa-
maan dalam beberapa atribut, seperti: keper-
cayaan (agama), suku-bangsa, kekerabatan,
persaudaraan, dan kedudukan sosial. Keba-
likannya, heterophilly adalah sejauhmana
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inidividu-individu yang berinteraksi berbeda
dalam berbagai ciri. Konsep ini diartikan se-
bagai pengelompokkan sejumlah individu ber-
dasarkan kepentingan, keyakinan, nilai, pen-
didikan, dan satus sosial. Hubungan sosial
yang telah terjalin tersebut akan dilanjutkan
secara berlanjut dan berulang-ulang sehingga
dengan demikian akan terjadi bahwa hubungan
yang terjadi dengan orang yang mempunyai
jaringan homophilly akan lebih besar diban-
dingkan dengan orang yang di luar jaringan
tersebut. Setiap orang dalam kehidupan sehari-
hari akan bertindak rasional, mereka akan
memilih hubungan sosial yang paling meng-
untungkan.

Banyak aspek mempengaruhi berkem-
bangnya jaringan sosial ini. Seperti dikemu-
kakan Blau (1977), aspek inequality atau
ketidaksamaan (perbedaan) status anggota
kelompok masyarakat secara vertikal yang
mengacu pada penggolongan status sosial
dalam kaitannya dengan pendidikan, kekuasa-
an (power), umur, ketrampilan, dan intelegensia
sebagai graduated parameters, serta aspek
keanekaragaman (heterogeneity) antar
kelompok masyarakat secara horizontal yang
mengacu pada penyebaran (penggolongan)
status anggota kelompok masyarakat, seperti:
jenis kelamin, subu-bangsa, ras (race),
agama, marga, pekerjaan, tempat bekerja,
bahasa, status perkawinan, tempat tinggal,
afiliasi politik, dan warganegara sebagai nomi-
nal parameters akan cenderung menjadi ham-
batan interaksi sosial antarkelompok
masyarakat yang multietnik. Blau (1977)
mengemukakan adanya proses interseksi (in-
tersecting nominal parameters) akan mening-
katkan interaksi sosial antaranggota kelompok
etnik masyarakat, serta proses konsolidasi
(consolidated nominal parameters) akan mem-
perkuat pertalian (ikatan) sesama kelompok
etnik masyarakat dan melemahkan hubungan
sosial antarkelompok masyarakat etnik yang
multietnik. Blau (1977) mengemukakan sifat atau
karakter suatu masyarakat (model personality)
masing-masing kelompok masyarakat, seperti:
masyarakat tertutup, terbuka, terisolasi, tem-
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peraman, dan etos kerja yang tinggi, turut pula
mempengaruhi proses interaksi sosial antar-
kelompok masyarakat etnik. La Pona (1999)
menemukan translok yang memiliki jaringan
sosial aspek pertanian dengan transmigran
dasal ternyata mengadopsi banyak inovasi budi
daya pertanian, demikian sebaliknya.

Erat dan luasnya jaringan sosial lintas etnik
mendukung pemantapan hubungan sosial
antar etnik dan harmonisasi sosial. Bila saja
hambatan dalam jaringan sosial itu dapat
diminimalisasi maka bisa dipastikan proses
interaksi sosial dan integrasi sosial masyarakat
majemuk akan semakin baik pula. Nasikun
(1992) bahwa mengemukakan perbedaan-
perbedaan suku-bangsa, agama, daerah, dan
pelapisan sosial silang-menyilang satu sama
lain menghasilkan suatu keanggotaan golong-
an yang bersifat silang-menyilang pula. Proses
cross-cutting affiliations yang demikian telah
menyebabkan konflik-konflik antarkelompok
masyarakat tidak menjadi terlalu tajam. Konflik
suku-bangsa, misalnya, akan diredusir oleh
bertemunya loyalitas agama, daerah, dan
pelapisan sosial dari para anggota suku-
bangsa suku-bangsa yang terlibat di dalam per-
tentangan tersebut. Cross-cutting affiliations
dan cross-cutting loyalities akan dan telah
menyebabkan adanya hubungan-hubungan
sosial antaranggota masyarakat yang multi-
etnik sehingga Mitchel (1972) mengemukakan
bahwa jaringan sosial lebih menitikberatkan
pada karakteristik keterkaitan dari hubungan
antarindividu dengan lainnya di dalam hal
perilaku manusia di dalam masyarakat.

Selama ini penelitian jaringan sosial trans-
migran di Papua sangat terbatas dalam upaya
perencanaan sosial-budaya secara mekanik
maupun organik. La Pona (1999) dalam pene-
litiannya di lokasi transmigrasi Arso sebagai
salah satu lokasi transmigrasi terbesar di
Papua, menggunakan analisis data hubungan
pada matrik dan sosiogram menunjukkan
hubungan yang terjadi pada masing-masing
kelompok masyarakat etnik tidaklah sama
dengan hubungan yang mungkin dapat dicapai
(terjadi) karena adanya suatu kenyataan bahwa
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seseorang akan bertindak secara rasional, ia
akan memilih dan melakukan hubungan dari
sekian banyak hubungan yang dimiliki hanya
pada hubungan sosial yang dipandang paling
menguntungkan. Kuatnya hubungan dari
masing-masing jenis kehidupan adalah dengan
membagi jumlah hubungan yang terjadi dengan
hubungan yang mungkin dapat terjadi, dan
dalam penelitian ini adalah hubungan sosial
aspek pertanian budi daya pertanian.

Penelitian yang melibatkan 7 (tujuh) etnik,
yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Wamena
(Papua), Bali, Paniai (Papua), Sulawesi, Arso
(Papua), dan Jawa, menemukan hubungan
sosial untuk jenis kegiatan pertanian yang
memperlihatkan bahwa keseluruhan hubungan
yang terjadi dapat dikatakan sangat lemah
sebab hubungan yang terjadi antara 299 or-
ang responden hanya sebesar 530 hubungan
atau sebesar 1,190 persen dari hubungan yang
mungkin dapat terjadi sebanyak 44551 hubung-
an. Demikian juga, hubungan yang terjadi pada
masing-masing kelompok etnik cukup lemah
walaupun untuk kelompok masyarakat etnik
Bali hubungan relatif lebih kuat dibanding
kelompok etnik lainnya, karena disebabkan oleh
sejumlah kemungkinan, artinya seseorang
hanya melakukan hubungan pada hubungan
yang paling menguntungkan, artinya dari sekian
banyak hubungan, maka perianian dianggap
kurang terlalu penting, Jadi, seseorang pula
dapat berhubungan dengan kelompok etnik lain
di luar subjek penelitian dan bahkan dapat
dengan orang-orang lainnya.

Hubungan sosial yang terjadi di luar kelom-
pok masyarakat etnik masing-masing lebih
banyak didasarkan pada adanya kesamaan
agama sebagaimana terlihat pada kelompok
etnik Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa
dengan penduduk asli Arso, Wamena, dan
Paniai karena kedekatan tempat tinggal
(rumah), wilayah ladang (kebun), perkumpulan,
dan persahabatan sebagaimana pada
hubungan-hubungan yang terjadi antarkelom-
pok etnik NTT, Jawa, dan Bali. Penggunaan
tenaga kerja murah sebagaimana yang banyak
terjadi pada kelompok etnik Sulawesi, Jawa,

dan NTT menggunakan jasa tenaga kerja
anggota kelompok masyarakat etnik Wamena
dan Paniai. Jaringan sosial aspek budi daya
pertanian, yang juga merupakan bagian dari
proses interaksi sosial antarkelompok masya-
rakat yang multi etnik dan muilti kultural ini
menunjukkan telah terjadi kontak sosial dan
interaksi sosial anlarkelompok masyarakat
yang multi etnik walaupun proses interaksi
antartransmigran dengan penduduk asli belum
serasi sehingga kemudian mempengaruhi
proses jaringan sosial aspek pertanian antar-
kelompok transmigran dan penduduk asli.

JARINGAN SOSIAL, DIFUSI, DAN ADOPSI
INOVASI

Terbatasnya jaringan sosial aspek budi
daya pertanian menyebabkan lemahnya difusi
inovasi budi daya pertanian dari transmigran
dasal ke penduduk asli, padahal sangat penting
dalam upaya mempercepat perbaikan pertani-
an penduduk asli, sesuai tujuan pembangunan
transmigrasi di Papua, menga«ibatkan pertani-
an penduduk asli kurang berkembang, sekali-
gus menunjukkan proses difusi inovasi budi
daya pertanian dipengaruhi oleh jaringan sosial
aspek pertanian antarkelompok masyarakat.
Temuan di atas sekaligus membuktikan dan
menerima hipotesa bahwa difusi inovasi budi
daya pertanian yang lintas etnik akan dipeng-
aruhi oleh faktor kesamaan dan kesesuaian
keyakinan dan kebudayaan pada masyarakat
yang multi etnik dan multi kultural oleh karena
jaringan sosial aspek pertanian akan lebih
banyak berlangsung pada anggota dan kelom-
pok masyarakat yang mempunyai kesesuaian
keyakinan dan kepentingan. Perencanaan
sosial dan budaya melalui jaringan sosial dan
1difusi inovasi budi daya perianian tidak men-
dapat perhatian baik. Hal ini diakui oleh para
perencana dan pelaksana program transmi-
grasi di Papua. Tidak banyak yang memahami
bahwa difusi dan adopsi inovasi budi daya
pertanian perlu direncanakan secara baik, kare-
na perkembangan pertanian penduduk asli di-
antaranya ditentukan faktor tersebut. Asumsi-
nya, transmigran dasal dapat dan/atau harus
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mendifusikan inovasi budi daya pertanian ke
penduduk asli, dan proses difusi inovasi ber-
kaitan erat dengan kondisi jaringan sosial lintas
suku-bangsa, prinsipnya difusi inovasi dapat
berlangsung dari satu individu ke individu lain
dan dari satu kelompok masyarakat ke kelom-
pok masyarakat majemuk.

Difusi inovasi budi daya pertanian dipeng-
aruhi kondisi jaringan sosial aspek budi daya
pertanian. Dikemukan Haggett (1972) dan
Nystuen (1967) bahwa difusi ekspansi dibeda-
kan dua jenis, yaitu (1) difusi menjalar adalah
proses menjalarya suatu inovasi terjadi karena
kontak yang langsung antara manusia, melalui
kontak sosial, komunikasi, dan interaksi sosial
antarindividu atau kelompok-kelompok masya-
rakat; (2) difusi kaskade adalah proses penyebar-
an melalui beberapa tingkat atau hierarki. Terda-
pat pula faktor carriers atau “sipembawa” inovasi
melalui proses, cara, dan model tertentu. Morrill
(1965) dan Brown (1968) mengemukakan difusi
perluasaan merupakan penyebaran suatu inova-
si dalam suatu masyarakat melalui proses komu-
nikasi antara yang memiliki inovasi dengan
individu yang tidak mengetahuinya, mengakibat-
kan jumlah yang memiliki inovasi tersebut
semakin bertambah jumlahnya setiap waktu.
Difusi penampungan terjadi karena perpindahan
penduduk dari suatu daerah ke daerah lain (pro-
gram transmigrasi). Komunikasi inovasi pertani-
an antara transmigran dan penduduk asli me-
rupakan bentuk proses difusi perluasan.

Perencanaan jaringan sosial yang tepat
guna mendukung proses difusi dan adopsi
inovasi budi daya pertanian sangat penting.
Dikemukakan Linton (1936) bahwa proses
penyebaran unsur-unsur kebudayaan berlang-
sung dari satu teman ke teman lain, satu petani
ke petani lainnya, satu keluarga ke ke-luarga
lain, dari petugas lapangan ke para petani, atau
dari satu kelompok masyarakat ke masyarakat
lain yang multietnik dengan berbagai cara.
Cara pertama adalah hubungan bentuk dari
kebudayaan itu hampir tidak berubah (sim-
biotik) karena pengaruh-mempengaruhi yang
lebih jauh tidak ada atau sangat minim, se-
dangkan cara lain adalah pemasukan secara
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damai atau penetration pacifique. Eratnya
hubungan jaringan sosial dan difusi dikemuka-
kan Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa ada
empat unsur utama dalam proses difusi ino-
vasi, yaitu (1) sesuatu yang merupakan inovasi
(budi daya pertanian); (2) saluran untuk meng-
komunikasikan sesuatu inovasi; (3) waktu; (4)
masyarakat sasaran sebagai suatu sistem
sosial. la mengembangkan teori difusi model
similar S-M-C-R-E atau source (sumber
inovasi), massage (pesan), channel (saluran
inovasi), receiver (penerima inovasi), dan ef-
fects (akibat yang ditimbulkan) yaitu menolak
dan mengadopsi inovasi. Rogers dan Shoe-
maker (1971) mengemukakan bahwa sumber
suatu inovasi dapat berasal dari inovator itu
sendiri, kalangan penyuluh lapangan, dan antar-
masyarakat. Pesan yang dibawakan berkaitan
dengan sesuatu inovasi (budi daya pertanian),
kemudian disebarluaskan agar masyarakat
bersedia menerima. Pesan-pesan dapat disam-
paikan melalui hubungan komunikasi interper-
sonal serta sasaran penerima inovasi adalah
masyarakat sebagai anggota suatu sistem
sosial.

Penduduk asli dalam menerima inovasi
budi daya pertanian memang tidak serta merta
langsung menerima begitu saja karena ter-
dapat proses-proses penyebarluasan suatu
inovasi. Sebagaimana dikemukakan Rogers
dan Shoemaker (1971), dalam menyebarluas-
kan sesuatu inovasi, akan melalui lima tahapan,
adalah (1) timbulnya kesadaran akan perlunya
ide baru tersebut; (2) individu tertarik untuk
mengembangkan ide-ide baru dan berupaya
mencari informasi; (3) menilai apakah ide-ide
baru itu akan bermanfaat ataukah sebaliknya
dan setelah itu muncul keputusan untuk me-
nerima atau menolak; (4) mulai mencoba-coba
dalam skala kecil apakah hasilnya memadai
atau sebaliknya; dan (5) jika menguntungkan,
ia akan menerima. Inovasi yang telah diterima
belum tentu seterusnya diadopsi karena dapat
kemudian menolaknya. Rogers dan Shoe-
maker (1983) mengemukakan bahwa ada lima
faktor yang sangat berpengaruh terhadap kece-
patan dalam adopsi inovasi pada suatu masya-
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rakat tradisional, adalah (1) relative advantage
atau keuntungan relatif; (2) compatabilitiy yakni
sejauh manakah inovasi tersebut sesuai dengan
nilai-nilai dan pengalaman yang ada; (3) com-
plexity atau tingkat kerumitan dalam mempela-
jari dan mempraktekkan inovasi; (4) trialability
atau kesempatan untuk mencoba sesuatu
inovasi dalam skala terbatas; dan (5) observa-
bility atau cepat tidaknya sesuatu hasil dari
inovasi dapat dilihat atau dibuktikan oleh anggo-
ta masyarakat penerima inovasi. Dixon (1982)
mengemukakan bahwa determinan terhadap
difusi dan adopsi inovasi, adalah (1) adanya
prasangka inter-personal; (2) pandangan yang
terbatas; (3) sikap terhadap penguasa; (4)
peranan individual terhadap tercapainya tujuan
keluarga; (5) kelemahan menerima inovasi; (6)
fatalisme; (7) kelemahan aspirasi; (8) kelemah-
an untuk menunda kepuasaan,; (9) keterbatas-
an pandangan tentang dunia luas; (10) kele-
mahan berimpati; (11) kurang berpikir kritis;
dan (12) sistem sosial budaya.

Beragamnya hambatan difusi inovasi budi
daya pertanian juga dikemukakan Foster (1980)
bahwa hambatan dalam inovasi adalah (1)
hambatan budaya yang berkaitan dengan
sistem nilai, perilaku, sikap, norma, dan keper-
cayaan; (2) hambatan sosial yang berkaitan
dengan hubungan sosial antar individu; (3)
inovasi tersebut bertentangan dengan pranata
sosial yang ada; dan (4) hambatan psikologis
yang berkaitan dengan cara penyampaian
pesan inovasi. Rogers & Shoemaker (1971)
mengemukakan bahwa aspek ekonomik seba-
gai penghalang, dan mengemukakan tahapan
pengambilan keputusan dalam suatu inovasi,
yaitu; tahap pengenalan, persuasi, keputusan,
dan konfirmasi. Menyangkut penerimaan
inovasi pertanian, Krober (1984) mengemuka-
kan pentingnya arti faktor “insentif”, yakni
masyarakat harus merasakan kebutuhannya
dapat dipenuhi, dan mudah diintegrasikan
dalam kebudayaannya. Sifat penerimaan
selalu selektif, dan kemudian direinterpretasi-
kan sesuai dengan struktur dan nilai kebudaya-
an yang berlaku. Rogers dan Shoemaker
(1971) mengemukakan inovasi akan lebih

mudah diterima pada masyarakat yang memi-
liki suatu sistem sosial budaya modern, dan
demikian sebaliknya. Sistem sosial modern itu
adalah (1) memiliki sikap yang positif terhadap
perubahan; (2) teknologinya-berkembang
dengan baik dan terdapat pembagian penge-
tahuan; (3) memberi penilaian amat tinggi ter-
hadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, (4)
pola berfikirnya rasional dan hubungan sosial
lebih didasari aspek hubungan kepentingan
daripada hanya perasaan; (5) memiliki jangkau-
an perspektif dan hubungan luas; dan (6) me-
miliki rasa empati yang sangat dalam dan ber-
sedia menyumbangkan pemikirannya untuk
kemajuan bersama.

Sehubungan dengan sulitnya penduduk asli
(masyarakat tradisional) untuk menerima suatu
inovasi dibanding masyarakat yang lebih maju
budayanya, Gonzalez (1988) mengemukakan
penolakan terhadap suatu inovasi, seharusnya
tidak dianggap sebagai gejala keterbelakangan
sebab pengambilan keputusan untuk menerima
ataukah menolak inovasi, biasanya bukan
merupakan sesuatu yang mutlak melainkan
dapat berupa keputusan relatif dalam kurun
waktu tertentu. Poerwanto (1996) mengemuka-
kan bahwa unsur kebudayaan material lebih
mudah diterima dibanding non material, dan
memiliki manfaat besar pada kebudayaan
penerima akan mudah diadopsi. Unsur-unsur
kebudayaan yang sangat sukar diganti adalah
(1) memili-ki fungsi terjaring luas dalam suatu
masyarakat; (2) yang telah dipelajari seseorang
pada awal sosialisasinya; dan (3) berkaitan
dengan kepercayaan atau relegi.

Proses penerimaan suatu inovasi (pertani-
an) melalui tahapan-tahapan tertentu. Ratzel
(1893) mengemukakan bahwa masuknya satu
unsur kebudayaan asing akan menyebabkan
pula berubahnya unsur-unsur lainnya yang
pada akhirnya dapat menggoncangkan kese-
imbangan pada kebudayaan itu. Unsur baru itu
biasanya tidak sekaligus diterima semua warga
masyarakat melainkan merupakan milik se-
golongan kecil masyarakat saja. Dalam per-
kembangan selanjutnya unsur kebudayaan itu
akhirnya secara permanen telah ditempatkan
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dalam struktur kebudayaan yang didatangi, dan
terjadilah satu integrasi dalam kebudayaan.
Menurut Nystuen (1967) dan Abler (1971),
faktor penghambat difusi inovasi menyebabkan
kekuatan penyebaran tidak berlangsung lancar.
Faktor sarana dan prasarana transportasi
mengakibatkan penyebaran inovasi tidak
mudah untuk semua tujuan karena hambatan
fisik, seperti; jarak, hutan, pegunungan, dan
rawa-rawa. Selain itu Nystuen (1967) dan
Morrill (1968) mengemukakan bahwa perbeda-
an nilai, norma, dan sistem sosial, prasangka,
streotip etnik, persep-si, bahasa, agama, afiliasi
politik, psikologi, dan intensitas komunikasi,
merupakan hambatan penyebaran inovasi
dalam masyarakat yang majemuk. Menurut
Feagin dan Feagin (1978) adanya prasangka,
stereotip, isu ras (race), dan rasial kelompok
dalam masyarakat majemuk akan mempenga-
ruhi hubungan sosial antarkelompok etnik itu.

Selama terdapat kontak sosial dan komuni-
kasi sosial antarkelompok multietnik itu, maka
akan berlangsung difusi inovasi dalam berbagai
taraf. Koentjaraningrat (1970) mengemukakan
bahwa sebanyak 90 persen isi setiap kebu-
dayaan berasal dari proses peniruan. Bahwa
orang tidak pernah meniru semua inovasi yang
ada, tetapi menerapkan selektif yang ketat
dengan membatasi pilihan mereka kepada apa
yang dapat disesuaikan dengan kebudayaan
yang ada. Linton (1936) dan Krober (1984)
mengemukakan bahwa tendensi untuk meniru
kebudayaan asing begitu besar. Inovasi yang
ditirunya juga dapat menimbulkan modifikasi
pada budaya yang sudah ada. Etnosentrisme
kebudayaan dapat pula menjadi hambatan
untuk menerima inovasi dari luar oleh karena
dalam suatu masyarakat selalu bekerja kekuat-
an yang ingin menerima dan menolak perubah-
an. Perubahan yang berasal dari dalam masya-
rakat ditimbulkan oleh discovery atau setiap
penambahan ilmu pengetahuan atau penemu-
an baru dan invention adalah penerapan pene-
muan baru itu.

Salah satu prinsip difusi inovasi adalah ino-
vasi itu pertama-tama akan diambil oleh
masyarakat (penduduk asli = translok) yang
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paling dekat hubungannya dari sumbernya
(transmigran dasal), dan kemudian oleh
masyarakat yang letaknya lebih jauh. Semakin
jauh penyebaran unsur kebudayaan dari pusat-
nya (lingkungan sosial transmigran dasal),
maka makin kabur sifatnya dan unsur itu
banyak mengalami perubahan dalam bentuk
dan isinya. Krober (1984) mengemukakan
bahwa suatu difusi melalui jarak yang jauh
biasanya terjadi melalui suatu rangkaian per-
temuan antara suatu deret suku-suku bangsa.
Bersamaan dengan rangkaian pertemuan tadi
unsur kebudayaan dapat didifusikan dari A ke
B, Ke C, ke D, dan demikian seterusnya.
Bahwa dalam zaman modern sekarang ini
difusi inovasi berlangsung dengan cepat sekali,
bahkan sering kali tanpa kontak langsung
karena adanya penyiaran yang sangat efektif.
Koentjaraningrat (1986) mengemukakan
proses difusi tidak hanya dari bergeraknya
inovasi dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi
terutama inovasi itu dibawa oleh individu-
individu dari kebudayaan lain. Inovasi itu selalu
berpindah-pindah, sebagai suatu gabungan
atau suatu kompleks yang tidak mudah dipi-
sahkan.

Berbagai teori dan temuan di atas menun-
jukkan proses difusi dan adopsi dipengaruhi
banyak faktor penghambat (barriers), tetapi
faktor jaringan sosial lintas ras (trans. dasal
>< translok) memegang peran penting dan
menentukan. Difusi inovasi budi daya pertanian
lintas etnik dalam masyarakat majemuk dapat
berlangsung melalui berbagai kontak sosial dan
komunikasi dalam berbagai proses, taraf, dan
hambatan. Berkembangnya jaringan sosial
akan mempermudah proses difusi inovasi dari
transmigran dasal ke translok, mengakibatkan
perubahan (perkembangan) budaya pertanian
translok sebagai penerima inovasi. Perencana-
an sosial-budaya spesifik yang berkaitan
dengan pengembangan jaringan sosial sebagai
upaya pengembangan difusi inovasi selama ini
dinilai kurang mendapat perhatian para peren-
cana sosial dan budaya program transmigrasi
di Papua. Berbagai pedoman pelaksanaan
transmigrasi tidak ditemukan perencanaan
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sosial-budaya menyangkut pengembangan
jaringan sosial dan difusi inovasi ini.

Pengembangan budaya pertanian pendu-
duk asli dipahami memang kompleks dan
beragam, misalnya perubahan tidak dapat
meluas apabila penggunaan inovasi itu (baca:
budi daya pertanian) akan mendapat “hukum-
an”, sulit diintegrasikan di dalam pola kebuda-
yaan, masyarakat menentang perubahan, me-
nentang tipe perubahan tertentu saja, sudah
puas dengan keadaan yang ada, dan berang-
gapan sumber perubahan tersebut tidak tepat.
Adiwoso (1994) mengemukakan bahwa faktor-
faktor yang mendorong perubahan adalah
pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil
karya seseorang, keinginan maju, toleransi
terhadap perubahan yang menyimpang, sistem
terbuka dalam lapisan masyarakat, penduduk
yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat
terhadap bidang kehidupan tertentu, disorgani-
sasi dalam masyarakat, dan sikap mudah me-
nerima hal baru. Faktor penghalang adalah per-
kembangan ilmu pengetahuan yang terlambat,
sikap masyarakat yang tradisional, adanya
vested interest, berprasangka buruk terhadap
hal baru, dan rasa takut terjadinya kegoyahan
pada integritas kebudayaan.

Perubahan atau perkembangan taraf buda-
ya pertanian translok sesungguhnya sudah
berlangsung, hanya proses dan sifatnya lambat
sehingga tidak bisa dikatakan gagal atau tidak
ada perkembangan, sebagaimana pandangan
beberapa pihak. Persoalannya adalah kemaju-
annya tidak sebagaimana diharapkan berbagai
pihak. Sehubungan dengan upaya memahami
perubahan budaya pertanian translok, Rogers
dan Kincaid (1981) dan Bertrand (1980)
mengemukakan bahwa perubahan dapat
diketahui apabila dilakukan perbandingan
keadaan suatu masyarakat pada waktu
tertentu, membandingkannya dengan masa
lalu, faktor apa yang mengalami perubahan itu,
sejauh manakah perubahan terjadi, bagaimana
kecepatan perubahan itu berlangsung, kondisi
apa yang terdapat sebelum dan sesudah per-
ubahan terjadi, apakah yang terjadi selama
transisi itu, stimulus apakah yang mendorong

terjadinya perubahan itu, melalui mekanisme
apakah perubahan terjadi, unsur apakah yang
menimbulkan stabilitas pada suatu titik tertentu
di dalam perubahan, dan dapatkah manusia
menentukan arah dari perubahan itu.

SIMPULAN

Perencanaan sosial-budaya dalam pro-
gram transmigrasi yang belum dilakukan
secara baik mengakibatkan mengemukanya
persoalan sosial, khususnya sangat lemahnya
jaringan sosial aspek budi daya pertanian lintas
ras dan suku-bangsa. Perkembangan budi
daya pertanian penduduk asli di lokasi transmi-
grasi sudah ada, tetapi berlangsung lambat.
Perencanaan jaringan sosial aspek pertanian
yang tepat dapat mendukung pengembangan
difusi dan adopsi inovasi budi daya pertanian
pada penduduk asli. Budaya pertanian pendu-
duk asli yang masih tertinggal jauh dibanding
transmigran dasal perlu mendapat perhatian
utama dalam upaya mempercepat perbaikan
kesejahteraan penduduk asli. Pengembangan
program transmigrasi era otsus di Papua periu
lebih memperhatikan manfaatnya bagi pendu-
duk asli yang memiliki taraf kehidupan masih
rendah. Apabila program ini dapat memberikan
keuntungan bagi penduduk asli, dipastikan
akan didukung dan diterima secara baik oleh
penduduk asli. Peran ilmuwan sosial dan buda-
ya sangat dibutuhkan dalam mewujudkannya.
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